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SALINAI\I

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEOIRJ

NOMOR 9 TAHUN zO04

TENTANO

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENOAN RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerahdaerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor E Tahun 1974 juncto Undang-undang

Nomor 43 Tahun 1999 tantang Perubahan atas Undang-urdang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok KePega$l,alan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

3. Undangundang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3849);

: a. bahvva dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Perafuran

Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organlsasi

Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Kelembagaan Peranglot

Daerah:

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, p€du membenfuk Peraturan Daerah tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah .
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4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesh Nomor 3848);

5. Perafuran Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Poratlran

Dlstplln Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 198O Nomor 5O ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tontang Jabatan

Fungslonal Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

lndonesla Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonssia Nomor 3547);

7. Perafuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tEntang Kewenangan

Pemerintah dan Kewsnangan Proplnsl sebagal Dasrah Otonom

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20fi) Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

8. Perai.rran Pemerlntah Nomor 100 Tahun 2fiD luncto Per&tran

Pemedntah Nomor '13 Tahun 2(XI2 tentang Perubahan Atas

Perahrran Pemerintah Nomor 1m Tahun 20m bntang

Pengangletan Pegawal Negerl Slpil dalam Jabatan Stuktural

(Lemboran Negara Republik lndonesla Tahun 2(X)Il Nomor trl
Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneola Nomor 1490);

9. Perahrran Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 bntang Pendldlkan

dan Pelatihan Jabatan Pegawal Negeri Sipll ( Lembaran Negara

Republlk lndonesia Tahun 2flD Nomor 198 Tambahan Lembaran

Negara Republlk lndonesia Nomor 4019 ) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2fl)1 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonosia Tahun 2d)1 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesia Nomor 4090) ;

1'l .Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun XXE tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonsela Tahun 2OO3 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara

Republlk lndonesla tlomor 4262);

l2.Poraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 20(B tentang Wervenang

Pengangletan Pemlndahan dan Pemberhentan Pegawal Negerl

Sipll (Lembaran Nogara Republik lndonesla Tahun 2fi)3 Nomor l5
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 42G!);

l3.Keputusan Prcolden Nomor 44 Tahun 19@ tentang Teknlk

Penyusunan Perundang'undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Perafuran Pemerlntah dan

Rancangan Keputusan Preslden (Lembaran Negara Republik

lndonesla Tahun 1999 Nomor 70);
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l4.Kepuhrsan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungslonal P6gawal Negeri Sipll ;

l5.Keputrsan Preslden Nomor 159 Tahun 20fi) terfang Pedoman

Pembentrkan Badan Kepegawaian Daerah ;

16.Kepufusan Menteri Elalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2't

Tahun 2001 tenbng Teknik Penyusunan dan Materi Muatan

Produk-produk Hukum Daerah;

1 7. Keputusan Menteri Dalam Negerl dan Otonomi Daerah Nomor 22

Tahun 2001 tentang Bentuk Produk'produk Hukum Daerah;

18.Keprfrisan Menteri Dalam Negeri dan Oonomi Daerah Nomor 23

Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum

Daerah:

lg.Keputrsan Menteri Dahm Negeri Nomor 130€7 Tahun 2fi2

bntang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

20.Keputusan Menterl Dabm Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tenbng

Tata Cara Konsuthsl Pengangkatan dan Pemberhentian

Seketarls Daerah Propinsl, Sekretarls Daerah Kabupaten/Kota

serta Pelabat Strukhrral Eselon ll dilinglc.rngan Pemerlntah

Kabupaton/Kota ;

21.Kepufusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparafur Negara
dan Menterl Dalam Negerl NomorQllSEEMEANl4EQGl tentang

17 Tahun 2(XXt
PetunJuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20G3

tontang Pedoman Organlsasi Perangkat Daerah dan Perafuran

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Wevenang

Pengangkatan, Pemlndahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Penerbibn Lembaran Daerah dan BariE Daerah lGbupabn Kediri;

(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E)

D,engan persehrjuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSI(AN:

IfiBUPATEN KEDIRI

DAN TATAKERJA

TENTANG

BADAN

Menetapkan : PEI ATURAITI DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI

KEPEGAWAIAN DAERAH
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B,dB I

KETENTUAN UMUM

Paeal 1

Dalam Perafuran Daerah inl yang dlmaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kedld;

2. Pemerlntah Daerah, adalah Kepah Daerah berserta Perangkat

Daerah Otonom yang laln sebagal Badan Eksekutf Daerah;

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri;

4. Seketarls Daerah, adalah Seketaris Daerah Kabupaten Kedid;

5. Perangkat Daerah, adalah OtganisasUlembaga pada Pemerintah

Daerah yang bertanggung iawab kepada Kepala Daerah dalam

rangka penyelenggaraan Pemerlntahan yang terdlrl darl

Selcetarlat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah'

Kecamatan, safuan Polisi pamong Prala dan lembaga laln sesuai

dengan kebutuhan daerah ;

6. Korenangan Pemerlntah, adalah hak dan kekuasaan Pemerintah

untuk menentrkan atau mengambll kebiiakan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan ;

7. Pejabat Pemblna Kepegawalan Daerah Kabupaten adalah Bupat ;

6. ManaJemen PegaWal Negerl Slpll Daerah adalah keseluruhan

upalra-upa)ra untuk meningkatkan efisiensi, efokUvitas, dan deraiat

profeslonallsme penyelenggaraan tugas, fungsi dan ketnaJiban

kepegawalan yang mellpu0 per€ncanaan, pengadaan'

pengembangan kualitas, pon€mpatan, promosl, penggajian,

kesejahteraan dan pemborhontian Pegawai Neged Sipil Daerah ;

9. Lembaga Teknls Daerah adalah unsur pehksana trgas t€rtEntr

yang karena sifa8rya tdak tercakup oleh Seketadat Eberah dan

Dinas Daerah;

l0.Badan Kepegawalan Daerah selanjutrya dlsingkat BKD, adalah

Badan Kepegawalan Dasrah Kabupatan Kedlrl;

ll.Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawahn Daerah

Kabupaten Kedld;

l2.Jabatan Fungslonal, adalah Kedudukan yang menunluldon tugas,

tanggung Jawab, wuwenang fui hak seseorang Pegawal Negeri

Slpil dalam raqgka menJahnlcn tugas tugns pokok dan fungsl

kohlian dan/atru keteramflhn untuk mencapal tuluan oryanlsasl ;
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l3.Anggaran Pendapatan dan Bebnla Daerah atau yang selanJuhya

dlslrgl€t APBD, adatah Anggaran Pendapatan dan BelanJa

Daerah Kabupaten Kedlrl.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peratumn Daerah inl dibentuk Badan Kepegaunian Daerah.

BAB III

KEDUUJKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN

susuNAl,l oRoANlsAsl

Pasal 3

('l) Badan Kop€gawalan Daerah merupakan unsur pelaksana trgag

teilentu dalam Bldang Kepegawaian ;

(2) Badan Kepegawaian Daerah dlpimpin oleh seorang Kepala Badan

yang berada dlbawah dan bettanggung jawab kepada Kepala

Daerah melalul Sdaebds Daenah.

Pasal 4

(1) Badan Kepegawahn Daerah mempunyal firgas secara bknls

membantr Kepala Daerah dalam melalcsanakan manaJanen

Pegawal Negeri Sipll Daerah dan melalcanakan tugas laln yang

dlberlkan oleh Kepala Daerah sosual dengan Peratrran

Perundang-undangan )rang berlaku ;

(2) Unhrk melaksanakan trgas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Badan Kepegawalan Daerah, mempunyal fungsl :

a. Penyiapn penyusunan peraturan Perundang-undangan

daerah dl bldang kepegawalan sesuai dengan norma, standar

dan prcedur yang dltrtapkan Pemedntah ;

b. Peretmnaan dan pengembangan kepegawalan daerah ;

c. Penylapan keb{akan teknis pengembangan kepegawalan

daerah ;
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d. Peny'apan dan pelalsanaan pengangkatan, kenalkan panglot,

pemlndahan dan pemberhentan Pegawal Negerl Slpll Daerah

sesr.rai dengan norma, standar dan plooedur yang dite0apkan

oleh peraturan perundang-undangan ;

e. Pelayanan admlnlsfasl kepegavraian dalam penganglotan,

pemlndahan dan pembafienflan dalam dan dari iabatan

sttrklural atau fungslonal sesual dengan nonna, standar dan

procedur yang dltetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

f. Penylapan dan p€netapan pensiun Pegawal Negeri Sipil

Daenh sesuai dengan norma, standar dan prooedur yang

dl@pkan oleh poratJran perundang-undangan ;

g. Penylapan p€netapan gajl, Unlangan dan keeelahteraan

Pegarvai Negerl Sldl Daorah sesual dengan norma, standar

dan prosedur yang dltotaphn oleh perahrran perundang

undangan;

h. Penyelenggaraan admlnlgfrasl Pegarvai Negeli Sipil Daerah :

i. Pengelolaan slstem lnfomasl kepeganvalan daerah ;

l. Penyampaian informasl Kopegawalan Daerah kepada Badan

Kepegawaian Negara ;

k. Penyusunan kebljalon, pelaksanaan dan pemblnaan bknis di

bidang Pendidllen dan Pohthan;

l. Koordlnasi pelaleanaan tugas.trgas dibldang Kepegawaian

dan bidang Pendidilon dan Pela0han ;

m. Pembinaan Jabatan Fungslonal

n. Pengelolaan unlan Tata Usaha.

Paral 6

Un[rk melaloanalon lUngsl sobagslmana dltmkEud dalam Pasal

4 ayat ( 2 ) Badan Kepegarvalan Daerah, mempunyal kervenangan

sebegal berilart:

1. Menyiapkan dan mengohh data sstta informaei yang

barhubuqnn deignn Udang umum kepegarmian ;

2. Menylaplcn bahan pmy.rsunan keUjakan, pedoman dan

petrnjukblmls dibldang unsan umum kepegawalan ;

3. Menyiapkan bahan p€nyusunan kebiiakan, pedoman dan

pehrnruk tEknis dibidang pengembangan pegawal ;



4. Menglnventarisasl permasalahan'p€rmasalahan yang

beftubungan dongan bldang pengembangan pegawal serh

menyiapkan bahan dan petunJuk pem*ahan masalah :

5. Melakukan koordinasi dengan unlt kerja / lnstansi tarkalt eesual

dengan bidang t{asn}'a dalam rangka kelancaran

pelalsanaan fugas ;

6. Menylaplon bahan penyusunan lencana formasl Pegawai

Neged Slpll daerah dlllngkungan Pemerlntah Kabupaten Kedlrl :

7. Menylapkan bahan dan Penyusunan Slstem lnformasl Pegawal

(SIMPEG);

8. Menylapkan dan memprooes bahan dalam rangka menyusun

rencana bidang mutasi kepegawalan :

9. Mengumpulkan dan menellt bahan kelengkapan admlnlsfrasi

serta mompros€s penlolesalan masalah'masalah yang

berhuburgan dengan bldang mtrtasl kepegawaian i

10. Penylsunan Dsfiar Urut Kepangkatan ( DUK );

1'l .Menylapkan bahan Pe'mberlan penghargaan dan tanda lasa

selta Pemblnaan mental Peeanal ;

l2.Menybpkan bahan penyr,sunan podoman dan pehrnluk teknis

pemblnaan pola karler pegarval serta pengendaliannln ;

l3.Menyiapkan penyelenggaraan ponerimaan Calon Pegawal

Negerl SiPll ;

l4.MeneliudanmemPlososbahanusulanCalonPegawalNegeri

Slpll meniadl Pegarrai Negerl Sipll ;

1 5. Menyiapkan bahan penganglotan dalam rangka Pengangkatan

dalam iabatan ;

lS.Menyiapkan bahan penyusunan dan pelalaanaan roncana

pogawai yang akan mengllart Ullan Dnas' Penyusunan

Program dan Pelafihan Aparatrr dan Pelatihan Jabatan

Pegawai Negerl Slpll serta Pra Jabatan GPNS ;

1T.Memberlkan rekonrrandagl dana Bapeilarum Pegawal Negerl

Slpll;

lS.Menyiapkan penandatangan surat pemberibhuan Kenaikan

Gajl Berkala, lmpasslng dan Cut Besar Pegawal ;

lg.Menyiapkan usulan Karpeg, Karls Karcu danTaspen ;

20.Men$apkan bahan Pemblnaan dan peningkatan kesejahteraan

p€gawal i

2l.Menyiapkan bahan dalam rangka pengambllan kepuUsan

pemberlan sankslbdladap pelanggaran dislplln pegawal ;
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22. Meneliti dan memproses berkas pemberhentian dan pensiun

Pegawai Nogeri Sipil ;

23.Mengumpulkan, monghimpun dan mengolah data dan informasi

yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan aParafur;

24.Menyiaplon bahan penyLrsunan kebijakan , pedoman dan

petunjuk leknis di bidang 1.'u:nilidikan dan pelatihan apamfur ;

25. Menyusun dan meng:rn:ilrsa kebtttuhan pendidikan dan

peladhan ;

26. Menyiapkan bahan tronyusunan l€ncana p€ngusulan apantur

yang akan mengikuti pen(liirliken dan perlatihan ;

27. Menyelenggarakan kegi:tan pendicjikan dan pelatihan teknis,

fungsional dan sfi ui'.rur al Sagi apet utrir Pemerintah Daerah i

28. Menyiapkan korrscp keputurln ..ian atau inskuksi tentang

ponerinlaan calofl sis,i'a ')'.lirg alian n:engikuti pendidikan dan

pelatihan, honorarium tenaga ponga.iar dan Wllyaiswara s€rta

tunjangan bagi para firalrasis,ira ikatan dinadtugas belaiar dan

banfuan dana bolajar bagi para aparatur Pemerintah

lGbupaten Kediri;

29. Melaksanakan Ujian Pe.,nys;i',,,lr, ljasah untuk Kenaikan

Pangkat ;

30. Menyusun kurikulum Can silabi bagi penyeleggaraan Dildat

Teknls dan Fungsional s+rta Manajemon Pemerintahan ;

31. Melaksanakan seleksi penerirrraan Praja STPDN ;

32. Menyiapkan kerjasama penyelonggaraan Diklat dengan Badan

Dlldatdan Perguruan Tingqi ;

33. Menyelenggarakan Psikotes Pegawai Negerl Sipil ;

34. Mengirimlor/mengikut sr:rt;rkan aparatur yang akan mengikuti

pendidikan dan pelatihan ;

3S.Fasilitasi penyelenggaraan kebutuhan Diklat masyankat

dengan koordinasi dottgarr Dir:as teknis .

Pa,cal 6

(1) Susunan Orgnnlsasi Badan Keregawaian Daerah tErdlrl dari :

a. Kepala;

b. Baglan Tata Usaha;

c. Bidang Pengembangan Pegawai;

d. Bldang Mutasi;

e. Bidang Pendiciikan darr Peiatihan;

f. Kelompok Jabatan F:un;sional;
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(2) Bagian Tat.: Usahi, r :n ' ', ,,r.;-b;.. .;1 ,bagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ma::,r;'.;-m,-... ,.. , r€fr, .t )

a. Bagian Tata Usaha;

1. Sub. Bagian Umum Can Ponyusunan Progmm;

2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Keuangan.

b. Bidang Pongembangan Pegawai;

1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Formasi Pegawal;

2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai.

c. Bidang Mutasi;

1. Sub Bidang Mutasi Pegawai Struktural ;

2. Sub Bidang Mutasi Pegawai Fungsional.

d. Bidang Pendidikan dan Pelatjharr :

1. Sub Bioang i(aderisirui F,cgawai;

2. Sub Bidang Pengajaran.

(3) Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang sebagaimana dlmalcEud

dalam ayat (2), huruf a, b, c, dan d masirp-masing dipimpin oleh

soorang Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang berada

dibs\{ah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala

BEdan:

(4) Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh

seorang Kopala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang

berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Bagian dan Kepala Bidang.

Pa.sal 7

Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan

Kepegawalan Daenh sebagaimana t€rcanfum dalam Lamplran

Perahlran Daerah lni.

8,4[i lv
KELOMPOK JA8/ITAN FUNGSIONAL

Pa*al 8

(1) Kelompok Jabdan Fungsional Badan Kepegawaian Daerah terdlrl

darl Wkfalanara, Analis Kepegawaian, Pranata Komputer,

Arsiparis dan Pustai<awan dan jabatan fungsional lain sesual

kebutuhan daerair ;

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional s€bagaimana dimaksud

dalam ayat (l), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senlor;
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(3) Jumlah Pejabat Fungsional s<,bagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ditentukan bordaserkan kei.i,ttuhai'i 'ian beban kerja;

(4) Jenis dan JenJang Jabatan Fungsional sobagaimana dimaksud

dalam ayat (1), ditentukan sesuai kebutuhan dan diatur

berdasarkan peraturan porundang-undangan .vang berlaku.

BAS V

PENGANOKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentlan Pejabat Eselon ll, lll

dan lV serta Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan

Jabatan Struldural Eselon ll ke bawah dianglot oleh PeJabat Pembina

Kepegawaian Daerah Kabupaten dengan memperhatikan

pertlmbangan Baperiakat.

BAB VI

TATA KERJA

(1) Kepala Badan dalam menjalankan tJgasnya wajib menerapkan

prinsip koordlnasl, lntegmsi, sinkonisasi dan simpllfikasi dalam

llnglop Badan maupun dengan instansi laln;

(2) Kepata Badan berkewajlban memberlkan petunJuk, memblna,

membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannp;

Pasal 11

(1) Jabatan Kepala Badan fdak boleh dirangkap;

(2) Apabila Kopala Badan Berhalangan kurang dari 7 (tuJuh) harl keda

dalam menJalankan tugasnya, maka kePala Badan dapat

monunjuk pelabot s€0ngkal dibawahnya untuk menjalankan bgas

seharl-harl Kepala Badan ;

Pasal 10
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(4) Apabila Kepala Badan berhalangan tetap dalam menjalankan

fugasnya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Pelaksana Tugas

untuk nierdalairkan lugas Kepala Badan sampai dengan

dilantiknya Pojabat Difinitif .

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1) Segala pemblayaan yang dlporlukan untuk p€laksanaan tugas

kedinasan dibebankan pada APBD Kabupaten Kedlrl;

(2) Pemblayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dipertanggung jaraU<an sesuai Pedoman Pengololaan Keuangan

Daerah dan Akuntabilitas Kineria lnstansi Pemerlntah yang

berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum dhtur dalam Peratrran Daerah ini, sepanjang

mengend pdaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala

Daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Bab ll pasal 2 huruf d

dan Bab lll Bgian Keempat pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal

,8 sorta lamplran lV Perailran Daerah Kabupaten Kedid

Tahun 2000 bnhng Susunan Organlsasi dan Tata

Kantor Daerah dinyatakan tidak bedaku

18

(3) Apabila Kepala Badan )erhrlartgan sekurang-kurangnya 7 (tujuh)

hari kerja dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Daerah

dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Pelaksana Harian ;
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Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri

pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNOl---z-

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 18 - 5 -ZOO4
. SEKRETARIS DAERAH

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEIUBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2OO4 NOMOR 2 SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya

I KEDIRI
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR TAHUN 2OO4

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA

BADAN KEFEGAWAIAN DAERAH

Bahwa dalam .angka p€nyelenggaraan otonomi daerah yang nyata luas dan

bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1g tontang

'Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Perafuran Pemerintah Nomor 8

tahun 2003 tontang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersima

Monteri Pendayagunaan Aparailri l.legara dan fulenteri Dalam Negeri

Nornor 01/SKB/I\,|.PAFU4/2003

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

TAMMHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEOIRINOMOR 2 SERI D

I., PENJELASAN UMUM

17 Tahrur )003 tol'.ang Peturgu,ll Pclaf,sr.aan Peraturan Pcrncrintah Nmrr 8

Tahur 2003 tcatang Pedoman Ch'ganiua;i Perangtat Daerah dan Psratun Pcmcrintah Nomor 9

-. Tahm 2003 tenrang Wewcnang Pengangkata4 Pemindahan dan Pcmbcdrcatian Pegawai

, 
Nqcri Sipil , meka po{t adanya Pcraiuran Desr.rh ymg meogatr tcntang Pcmb€nukan

. Oryanisasi dan Tala Keda Badan Kolrcgawaian Dacrah.

Pasal I sampai dengan Pasal 15:CukupJ6las ;



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

BUPAT! KEOIRI,

TTD
/

t'

Osalln tlesual Dengen Aslinya
A.N. BUPATI KETXRI

DAERAH
I

h,
{

KEPALA

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN
KEPEG & KEU.

UB BAGIAN
& PENY. PROG

KELON'POK
JAB. FU}IGSIONAL PENDI OAN

BIDANG
MUTASl

BIDANG
PENGEMBANGAN

PEGAWAI

G
sAsr

SUB BIDANG
PENGOI.AHAN OATA

DAI.I FORMASI PEGAWAI

SUB

SUB BIDANG
MUTASI PEGAWAI

FUNGSIONAL

SUB BIDANG
PEMBINAAN OAN

PENGEMBANGAN PEGAWAI

IIIIIII
I

TUOKO SOEHARNO
SUTRISNO 

-

I

MPIRAN: PERATURAN DAERAH KABI
NOMOR : 9 TAH
TANGGAL : 18- 5

tl

SUB BIDAilG
MUTASI PEGAWAI

STRUKTURAL

SUBTIDANG
PE}IGAJARAN


